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1950 tentang r,., 
Provinsi J ~a 
Negara Tahun 

· 1. Undang-Undang·. ·/Nomor .. · 13 Tahun . . t 
Pembentukan Daerah-daerah Ka~"l,lpaten 

· Tengah [Himpunan Peraturan-peraturan 
1950 Ha.laman 86-92); 

h1 
a. bahwa dokumentasi dan. informasi hukum yang tertata 

dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan 
nasional rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

. penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan 
-bertenggungjawab untuk memenuhi¥tuntutan masyarakat 

, atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; 
b. ·. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum 

yang lengkap, akurat, mudah, dan ,pepat yang tersebar di 
berbagai instansi pemerintah dan inatitusi lainnya, perlu 
membangun kerjasama dalam suatu ja.ringan dokurnentasi 
dan informasi hukum nasional yang terpadu dan 
terintegrasi; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2012 tentang Jaringan -:OokU't;nentasi dan Informasi 
Hukum Nasional, maka Pera.tur.~ii,:l3µp,ati Pemalang Nomor 
65 Tahun. 200,8 : te~tlVJ~:·,t::. Pjlaksana9:11. Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi» . .Hukum di Kabupaten 
Pemalang sudah Jidak.:s.~~yiai:, .. sehingga perlu ditinjau 
kembali; . · · · . · 

d. bahwa berdasarkan· pertir,tj!l\ahgan sebagaimana dimaksud 
: .dalam huruf a; huruf b, dan -huruf c, perlu menetapkan 
· Peraturan Bupati Pernalang ·tentang+'Jaringan Dokumentasi 

, dan Informasi Hukum Kabupaten Peinalang. ~ ·, .. · .::.. .. -~-.. . . . ' 

BUPATI PEMALANG, 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI Hl)KUM 
KABUPATEN PEMALANG 

¥ 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MArf4\. ESA 

TENTANG 

..• 
' 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA 'l'ENGAH 

}j 

PERATURAN BUPATI PEMALAN~i 
NOMOR,1l TAHUN ~14 

ingat 

bang 

I ,1' 

·i 

langkab.go.id/ htt~:1/'dih.p 
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D 1 Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
i1. k bupaten adalah Kabupaten Pemalang. 
2. k pati adalah Bupati Pemalarig. 
3 .• I camatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemal1g. 

I I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM J .i 

PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI 
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEMALANG. ; ,. 

•/ 

M 'e apkan 

MEMUTUSKAN : 

Instansi Pemerintah. 

Pasal 1 

·/· ~t~:llr~l ; a angkab.go.id/ 

I 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55~7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2014 · tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 T~un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembararr Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1b, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

4. · Peraturan Pemerintah Nomor 79 '*lahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

5. ',Peraturan Presiden Nomor 33 Tahuri\lho12 tentang .Jaringan 
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran 

"· Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kei-ja . ,, ~r· Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11); 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri ~omor 25 Tahun 2002 
tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi 
Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pernerintahan 
Daerah; 

8. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - , 
Nomor: 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum 
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet Di Lingkungari 
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Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

JJ, ukum Kabup!ten Pemalang·berkedudukan di Bagi!n Hukum Sekretariat 
Dl t h Kabupaten .. Pemalang berada dibawah dan bentanggungjawab kepada Br f,ti. .., 

J ~al4 { 

I 
pis Pokok JDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam 

P9- t1 3 adalah : J 
,al enyimpan hasil kegiatan pernbangunan bidang huWum; 
; I 

I 
I 

I 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUG AS PO KOK DAN FUNGSI 

·, ! ~. 
;.11 

,c 

lf ,, 
d dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum .Kabupaten Pemalang 
untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi 
di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai inforrnasi 
yang lengkap dan akurat. ll if 

t ·f~, i··~s 

Pasal 2 
:'.? 

·,~ 
BAB II ii 

MAKSUD DAN TUJUAN 

ringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kaofpaten Pemalang ya1f1i~ 
s1• anjutnya disingkat JDI Hukum Kabupaten P~;:nalang adalah sua1* 
s~ tern pendayagunaan bersama peraturan peruhdang-undangan dan 
1::J: han dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan 
~.{ kesinambungan serta merupakan sarana ~emberian pelayanan. 
~i' ormasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. i°\ . 

5. Pie gelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya 
di ingkat PJDI . Hukum adalah Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 
Ipformasi Hukum Kabupaten Pemalang. 

6. ;i1Tggota Ja.rin9an adalah . Bagian/Unit yang i:penangani Jaringan 
Q~kumentas1 dan Informasi Hukum Kabupaten t Pemalang maupun 
Di as/lnstansi/Kecamatan/Desa/Kelurahan. 

I ·, 
7. Q kumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan 

Pie ndang-undangan atau produk hukum selain ffi·eraturan perundang­ 
u dangan yang meliputi- namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, 

risprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, 
p elitian hukum,pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan 
pe aturan perundang-undangan. 

8. I' gelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum adalah kegiatsin 
p gumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan 
ih ormasi dokumen hukum. 

langkab.go.id/ 
:, l 

':\ 

4. 

~I 

http://jdih.p' 



4 

Bagian Kesatu 
Urnurn 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 
~ . 

t 1f 
DI Hukurn Kabupaten Pernalang terdiri dari: 
. PJDI Hukum; 

'r.' 

. Anggota Jaringan. ;; 
JDI Hukurn sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian 
ukum Setda Kabupaten Pernalang. ' 

c 

G 
H 

kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, JDI 
m mempunyai kewajiban sebagai berikut: \-\ 
engelola sistem penernuan kembali peraturan perundang-undangan; 

,\ 
engelola sistern penyebarluasan informasi hukum; 
embina komunikasi dan koordinasi anggota jaringah. 

~~ 

Pasal 6 

KEWAJIBAN 
BAB IV 

F n si JDI Hukum, Kabupaten Pemalang sebagaimana cLimaksud dalam Pasal 
3 ~~~ah: r :i 

•a Ttflayani masyarakat agar dengan mudah dapat 1 memperoleh informasi 1 kum; :: ·. 
b m ningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; 
cJ I emudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan 

'1 d n bahan dokumentasi hukum lainnya; 
d 

1. pastian hukum. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

' ,,., 
\,' 

Pasal 5 

b. rp lakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan 
ti han hukum; 

c. .Ji nyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan; 
d 't nyediakan fa:s. ilitas untuk mendalami dan mem~faatkan pengetahuan 
· ; kum melaluiperpustakaan hukum; , 

·{. 
e., : nyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan 

, ~ rundang-undangan, penelitihukum, profesi huku~, penyuluhan huku~; 
f. ;\ !\. m layani masyarakat agar dengan mudah dapat'[memperoleh informi,.si 

,I k ,,.. ",q n um. 1 ' 

I, 
l I angkab.go.id/ 
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secara epala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 
ungsional sebagai Ketua PJDI Hukum di Kabupaten Pemalang. 

Ii• 't 

Pasal 11 

t menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaiman.~ dimaksud dalam P·.a· .sal 
8 di Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban : 1 

. I~ 
elf· ngumpulan bahan Dokumentasi Hukum; "· '.f 

: ti. 1 bngolahan bahan dokumentasi hukum secara mari;1a1 dan digital; ·!~:. 
; ~- bnerbitan le~baran daerah; . . 
'. d. enyebarluas~ produk hukum pada masyarakat s~cara manual dan digital. 

·~ /\i 

Pasal 10 

menyelenggarakan tugas PJDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana 
sud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai fu9gsi 

· ai beriku t : 
a b sat Informasi Hukum baik secara intranet dan internet; 
b. ·r, sat. ~enyimpanan dan pengolahan Dokumentasi;, Hukum secara manual f n digital; ' ·'. 
C\ p mbinaan personil UPJDI Hukum di Desa se-Kabupaten; 
d. k ordinasi dan konsultasi AnggotaJaringan. 

I 

Pasal 9 

P Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
( 1 ruf a mempunyai tugas : 

! 
af vtenyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokurlientasi hukum; 

'bl Memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi 
'~kn informasi hukum pada anggota jaringan; 

iC · 1 enyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan 
enggunakan media Intranet maupun Internet: 1 

elaporkan ha;il pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
ruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa tengahCq. Biro Hukum Provinsi 
wa Tengah. '' 

i·'.1 
1 e ' 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
PJDI Hukum 

nggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
agian/Unit yang mengolah dan/ a tau menyimpan peraturan perundang- 
ndangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya yaitu pada: ,;' 

Dinas/Instansi/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pemalang; 
Kecamatan se-Kabupaten Pemalang; /, 
Desa se-Kabupaten Pemalang. ,. 

agan Organisasi JDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum 
alam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
upati ini. .. . . 

·:~ ~j 

,. ,, 

angkab.go.id/ 
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timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ,f 

' ., 
a biaya yang 

·ankan pada 
ang. 

Pasal 16 ·' {,,! 

BAB VI 
PEMBIAYMN 

nan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Ptsal 
t (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan 
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

Pasal 15 

I 

" 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
ta Jaringan mempunyai fungsi sebagai unitjaringan penunjang dalam: t 

layanan infofhiasi hukum baik secara manual maupun digital; 
ngolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum. 

.) , 
Pasal 14 

•· ':lr 

Jaringan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, 
unyai tugas.~ 
engatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada 
stansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan; \: 

,,\ .I.~ 
emberikan .Informasi/menyebarluaskan bahan .t.Dokumentasi Huk1iitm/ 

' raturan Perundang-undangan kepada UPJDI Hukum dan/ atau antar 
ggota Jaringan; , ,, 

'c elaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana-dimaksud pada huruf a 
n huruf b kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
malang selaku Ketua PJDI Hukum. · 

'! 

Pasal 13 

U 
1 

1f1 kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum Kabupaten Pemalang, Ketua 
P'i I dapat membentuk Tim Pengelola JDI Hukum dengan susunan 
k,I 1 gotaan terdiri dari unsure/instansi terkait sesuai kebutuhan. ., 

Bagian Ketiga · 1 

Anggota Jaringan 

,, 
>, Pasal 12 

. .. 
' 

I 
(2) epala PJDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada 

aJ at (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan "pelakeanaan Jaringan 
okurnentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara 
tin kepada Bupati. 

·:::.1 
·' 

http://jdih.;t ' angkab.go.id/' 
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TA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN :to IA NOMOR 1 ·3 
' 

ETARIS DAERAH ,· 
PATEN PEMALANG 

Sekda PA RAF 
HIRARKI 

•· ' 
I : 
I 

qi angkan di'Pemalang 
p d~ tanggal I J !'. r ~\ ..,, 

. ,,. 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal, 17 Mc.rot 2©14 

.1·, 
-, 

Pasal 18 

"· 

P , aat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang 
NJ~o 65 Tahun._ 2008 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan 
Inrr,t asi Hukumr-di Kabupaten Pemalang, dicabut .dan dinyatakan tidak b911a u. 

· 1 

I 

I 
PJD'1 ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ag~l setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
BI p1a i ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pernalang, . I ·. 

I 

Pasal 17 

> 
cr .. 
' BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

langkab.go.id/ ,, 
i; 

' 
http://)dih:,, 
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Jil· 
PARAF 

HIRARKI 

Asisten Sekda l(asub~g Kabag 

,., . 

BADANUSAHA 
MILIK DAERAH 

, 
' 

PEMAKAI JASA 
INFORMASI 

KECAMATAN, 
KELURAHAN, 

DESA SE­ 
KABUPATEN 
PEMALANG 

(14 KECAMATAN, 
11 KELURAHAN, 

211 DESA) 

BAGIAN HUKUM ••--~ .. : 
SE0KRETARIAT 
KABUPATEN 
PEMALANG 

:> 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASt 

JDI HUKUM KABUPATEN PEMALANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR l 3. TA-Hl/)J :)_OIL/ 
TANGGAL·· IT /'vfk(LoT ).1) /Cf. 

LAMPI RAN 

, .. 
ih.pm·1alang a .go.I 

,, 

! 

~;'; 
~· 

· 1 

I 

· I 
]it" ST ANSI 

[VE !RTIKAL 
I 

' 

i l\,S/BADAN/ 
] OR/BAGIAN 

i 

I 
I , 
! 

l i 

I I 

I I 
I 

I 
I 
I ·.1 I 
i 

! 
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